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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia, 

mencatatkan peningkatan setiap tahunya, sehingga Indonesia memiliki banyak tugas 

untuk mensejahtrakan rakyatnya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menetapkan 

pelayanan di setiap daerah dengan tujuan mempercepat tercapainya kesejahtraan 

masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2020). Desa merupakan salah satu bentuk 

pelayanan publik yang dibentuk pemerintah. 

Desa merupakan perantara pemerintah dalam mencapai pembangunan karena 

pembangunan di tingkat desa berkiatan langsung dengan masyarakat. Desa merupakan 

representasi dari kesatuan masyarakat dan menjadi bagian yang tidak dapat 

terpisahkan dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomer 6 Tahun 

2014, tentang Desa merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam 

memperjelas fungsi dan kewenangan desa dengan mendorong terselenggaranya 

pembangunan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan ditingkat desa. 

Dibutuhkan dana untuk mendukung pembangunan desa, salah satu dana yang 

dialokasikan untuk desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut PP No. 60 Tahun 

2014, dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan menjadi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan disalurkan di kas desa. Pencairan dana tersebut 

ditujukan untuk pelaksanaan urusan pemerintah, penganggaran pembangunan, dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Besaran dana yang diterima desa tentunya berbeda, 

hal ini terjadi karena jumlah dana yang disalurkan berdasarkan jumlah jiwa, tingkat 

kemisinan, dan wilayah. 

Anggaran dana desa ditiap tahunya selalu mengalami kenaikan pertahunya 

(Kusuma, 2017). Hal tersebut terbukti dari tahun 2015 pemerintah mengeluarkan dana 

desa sebesar Rp. 20,67 triliun dan mengalami kenaikan di tahun 2016 sebesar Rp. 

46,98 triliun (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017). Pada tahun 2017-

2018 angaaran dana desa naik sebesar 21,3% sehingga menjadi Rp. 60 triliun 
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(Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018). Kemudian di tahun 2019 

anggaran yang dialokasikan mengalamai kenaikan 16,5%% sehingga menjadi Rp 70 

triliun (Gatra, 2019). Dan ditahun 2020 anggaran desa naik sebesar 2,8% sehingga 

menjadi Rp. 72 triliun (KEMENKO PMK, 2020). Terjadinya kenaikan anggaran dana 

desa juga akan menyebabkan kemungkinan terjadinya aksi kecurangan (fraud) 

terhadap pengelaloaan dana desa juga semakin meningkat (Hara, 2018). Sepanjang 

tahun 2015-2020 Indonesian Corruption Wacth (ICW), mencatat sebanyak 676 

terdakwa kasus korupsi anggaran desa dari perangkat desa. Akibat dari korupsi yang 

dilakukan oleh aparatur desa negara mengalami kerugian sebesar Rp 111 miliar. 

Adanya dana yang cukup besar yang dimana tidak diberengi dengan adanya intenal 

control, Good corporate governance, budaya organisasi yang baik serta tidak adanya 

penerepan whistleblowing system terhadap kebijakan evaluasi kinerja desa, hal ini 

dapat  menyebabkan pemborosan dalam penggunaan anggaran serta memberikan 

peluang bagi aparat desa untuk melakukan fraud. 

Sering kita jumpai banyaknya kasus fraud yang di lakukan oleh aparatur desa 

terhadap anggaran dana desa. Sebagai contoh ditemukan adanya perkara fraud yang 

terjadi di Desa Prambangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Kasus korupsi 

yang di lakukan oleh kepala Desa Prambangan Kecamatan Kebomas Kabupaten 

Gresik tahun 2021. Kepala Desa tersebut menggelapkan Dana Desa (DD) dan dana 

Bagi Hasil Pajak (BHP) sebesar Rp 874 juta. Ironisya, uang tersebut digunakan sebagai 

modal Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) kemarin. Dana tersebut seharusnya 

dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat serta 

intensifikasi dan ekstensifIkasi percepatan pembayaran pajak dan retribusi daerah. 

Di tahun yang sama terjadi juga kasus fraud yang dilakukan oleh kepala Desa 

Dooro, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Beliau memainkan serta menggelapkan 

Dana Desa (DD) sebesar Rp 253 juta. Dana tersebut seharusnya digunakan dalam 

pembangunan dan pembuatan waduk dan filterisasi air di desa tersebut. Korupsi dana 

desa di Kabupaten Gresik ini merupakan yang kedua kalinya ditangani Kejari di awal 

2021 ini. Meskipun sebelumnya beliau pernah mengembalikan uang hasil korupsinya 

dengan nilai uang yang dikembalikan sebesar Rp 210 juta pada saat proses 

penyelidikan. Namun beliau tetap dinyatakan bersalah dan melanggar hukum. 
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Sehingga Kepala Desa tersebut harus menjalani hukuman kurungan di penjara, 

penahanan ini berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 1 KUHP pertimbangan subjektif. 

Pada tahun 2019 terjadi kasus fraud yang dilakukan oleh kepala Desa 

Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Beliau melakukan tindak 

pidana korupsi dana Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2017 sebesar Rp 244,494 juta 

dari total anggaran desa sebesar Rp 820 juta. Anggaran dana tersebut itu seharusnya 

digunakan untuk melaksanakan 11 proyek pembangunan desa Segoromadu. Akan 

tetapi oleh Kepala Desa Segoromadu di mark up. Salah satunya adalah pembangunan 

drainese jalan poros desa. 

Di antara kasus-kasus tersebut, diperlukan adanya tindakan untuk 

meminimalkan terjadinya fraud dalam pengelolaan dana desa, termasuk dengan 

mencegah terjadinya fraud. Pencegahan fraud dapat dicapai dengan menerapkan 

pengendalian internal yang kuat dan kokoh (COSO). Menurut Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah, pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilakukan secara 

berkala oleh seluruh anggota organisasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa 

organisasi telah mencapai tujuan organisasi. Saat memproses dana desa, pengendalian 

internal jugah digunakan alat untuk perlindungan terhadap fraud. Hal ini dapat terjadi 

karena dengan adanya pengendalian internal yang baik akan dapat menimalkan 

kemungkinan seseorang melakukan fraud. Hal ini dikuat kan oleh hasil penelitian yang 

dilaksankan oleh Laksmi dan Sujana (2019), fatmah dan Harjanti (2019) yang 

mengatakan bahwa dengan adanya pengendalian internal yang kuat dapat mencegah 

terjadinya fraud. Namun di penelitian yang dilakasanakan oleh Ony dan Rio (2016), 

Usman et al. (2015) hasil penelitian mereka bahwasanya pengendalian internal tidak 

memiliki pengaruh dalam mencegah terjadinya tindakan fraud. Hal ini dapat diartikan 

bahwasanya pengendalian internal bukan perhatian utama yang merupakan cara untuk 

mencegah terjadinya fraud. 

Kegiatan lain yang dapat mencegah terjadinya fraud adalah penerapan Good 

corporate governance (GCG). GCG menjadi tolak ukur dalam menjalankan 

perusahaan secara transparan dan akuntabel (Prarmitha, 2020). Gagasan Good 

corporate governance (GCG) muncul karena situasi yang tidak dapat didamaikan yang 
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terjadi antara principal dan spesialis yang mendesak spesialis untuk memasukan data 

yang tidak sesuai dengan principal, terutama jika data tersebut terkait dengan perkiraan 

atau pengukuran dari kinerja spesialis. Suatu organisai dapat membatasi terjadinya 

misrepresentasi jika dapat menerapkan standar-standar esensial GCG. Dengan alasan 

GCG mencangkup sikap terbuka, mentalitas tidak memihak, ada tanggung jawab yang 

jelas dan ada kontrol wilayah setempat. Hal ini ditunjukan oleh hasil penelitian yag 

dilakukan oleh Cecilia dan Komang (2019) yang menunjukan bahwa peningkatan 

standar GCG dapat secarah efektif mencegah terjadinya fraud. Hal ini diperkuat oleh 

hasil penelitian oleh Soleman (2013) yang mengatakan  bahwa GCG memiliki efek 

penangkalan terhadap fraud. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Patriani 

(2018) yang mengatakan bahwa menjalankan GCG tidak akan efektif dalam mencegah 

tindakan fraud. 

Menurut Miceli, Near dan Dworkin (2008) menyatakan bahwa whistleblowing 

adalah pemberitahuan atau transmisi data oleh individu dari asosiasi atau organisasi 

atau bagian lain dari asosiasi, ketika korespondensi menyinggung perilaku aneh atau 

di luar pedoman yang bersangkutan oleh seseorang yang melakukanya di dalam 

organisasi. Seseorang yang menyampaikan ini sering disebut dengan istilah 

whistleblower. Whistleblowing memiliki peran yang sangat penting untuk 

mengungkap penyimpangan yang terjadi dalam sebuah instansi. Keberadaan sistem ini 

tidak hanya dipahami sebagai sarana penyalur tindakan fraud, tetapi sistem ini juga 

secara tidak langsung menjadi sarana pemantauan kegiatan antar anggota yang 

memberikan efek takut kepada para anggota untuk melakukan tindakan fraud. Hal ini 

ditunjukan oleh hasil penelitian oleh Nugroho, (2015) serta Agusyani et al. (2016) 

yang mengarah pada kesimpulan yang sama dengan penelitian, yaitu bahwa 

wshistleblowing system memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap 

pencegahan kecurangan. Hal ini di perkuat dengan adanya penilitian oleh Paramitha 

(2020) bahwa whistleblowing berdampak positif terhadap pencegahan kecurangan 

dalam pengelolaan dana desa. Namun risiko bagi seorang whistleblowing system 

sangat besar dan sulit dihindari, sehingga sebagaian besar memilih untuk tidak 

mengungkapkan penyimpangan yang terjadi (Widyawati, 2019). Namun menurut 
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penelitian yang dilakukan oleh Indah (2019) menjelaskan bahwa whistleblowing 

berpengaruh negatif terhadap pencegahan fraud. 

Rasionalisasi atas tindakan fraud yang terjadi dalam lingkungan kerja dapat 

memungkinkan kegiatan menyimpang dianggap benar dan dapat diterima oleh semua 

orang. Dengan adanya hal tersebut maka diperlukan budaya organisasi yang baik. 

Elemen rasionalisasi merupakan bagian dari fraud diamond theory yang diusulkan 

oleh Wolfe dan Hermanson, (2004) yang dimana terdiri dari empat elemen, yakni 

adanya peluang, tekanan, rasionalisasi dan kemampuan. Salah satu faktor dalam 

menentukan pecegahan terjadinya fraud adalah dengan membuat serta membentuk 

budaya organisasi yang baik, karena budaya melakukan sesutu dengan jujur dan 

beritika tinggi (Elder dan Beasley, 2008). Hal ini secara tidak langsung juga akan 

memastikan bahwa individu sebagai pegawai yang menerapkan budaya ini akan 

menumbuhkan sifat dan sikap rasa memiliki, rasa bangga dalam melakukan bagian 

dari suatu organisai. Meningkatnya budaya organisasi yang di barengi dengan adanya 

prinsip GCG dapat mencegah terjadinya fraud (Arens, 2011). Namun menurut 

penelitian yang dilakukan oleh  Putra dan Latrini (2018) menjelaskan bahwa budaya 

organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (fraud).  

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian terdahulu, dengan 

menambahkan varibel whistleblowing system dan organizational culture. 

Whistleblowing system memiliki peran yang sangat penting untuk mengungkap 

penyimpangan yang terjadi dalam sebuah instansi. Oleh karena itu penting bagi suatu 

instansi maupun organisasi menerapkan whistleblowing system.  Keberadaan sistem 

ini jugah tidak hanya dipahami sebagai sarana penyalur tindakan fraud, tetapi sistem 

ini jugah secara tidak langsung menjadi sarana pemantauan kegiatan antar anggota 

yang memberikan efek takut kepada para anggota untuk melakukan tindakan fraud. 

Serta organizational culture sangat berperan penting dalam pencegahan terjadinya 

tindakan fraud. Dengan adanya budaya organisasi yang baik dapat meminimalisir 

terjadinya fraud. Dan dengan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, yang 

membuat peneliti ingin membuktikan sendiri pengaruh whistleblowing system dan 

organizational culture dalam mencegah terjadinya fraud. 
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Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik hal ini 

dilatarbelakangi dengan adanya anggaran desa terbesar ke-enam dari delapan belas 

Kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik. Dengan total anggaran sebesar Rp 

18.908.478.000 tahun 2020. Dimana setiap desa akan mendapatkan dana kurang lebih 

700 juta – 1 miliar rupiah. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan dana yang baik 

agar program kerja pemerintah dapat tercapai. Selain itu jugah dengan adanya 

banyaknya kasus fraud terhadap anggaran dana desa di Kabupaten Gresik perlu adanya 

tindakan pencegahan-pencegahan. 

Karena masi banyaknya kasus fraud terhadap dana desa, dan terdapat perbedaan 

temuan penelitian terkait pencegahan fraud, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terkait variabel-variabel ini. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, 

maka peneliti mengusung judul penelitian “Pengaruh Pengendalian Internal, Good 

corporate governance, Whistleblowing system dan Organizational Culture 

Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud? 

2. Apakah Good corporate governance berpengaruh positif terhadap pencegahan 

fraud? 

3. Apakah whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud? 

4. Apakah organizational culture berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Good corporate governance terhadap pencegahan 

fraud. 

3. Untuk mengetahui pengaruh whistleblowing system internal terhadap 

pencegahan fraud. 

4. Untuk mengetahui pengaruh organizational culture terhadap pencegahan fraud. 
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1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

1.4.1 Secara Praktis 

1) Bagi Pemerintah Desa 

Hasil ini seharusnya dapat memberikan informasi dan tolak ukur untuk 

intropeksi kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik 

terkait pentingnya adanya whistleblowing system dan organizational culture 

yang baik untuk mengendalikan serta mencegah adanya tindakan fraud. 

2) Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan serta memberikan pemahaman tentang 

pengaruh whistleblowing system dan organizational culture dalam mencegah 

terjadinya tindakan fraud. 

3) Bagi Peneliti Lanjutan 

Dapat menjadi refrensi untuk melengkapi temuan empiris di masa yang 

akan datang. 

1.4.2 Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan intuisi terkait pengaruh whistleblowing system dan organizational culture 

dalam pengelolaan dana desa. Selain itu penelitian ini jugah diharapkan mampu 

menguji teori-teori terkait whistleblowing system dan organizational culture dalam 

mencegah terjadinya fraud. 

1.5 Ruang Lingkup Peneliatian 

Penelitian ini mengambil bidang akuntansi keperilakuan dengan fokus pada 

pencegahan fraud dalam pengelelolaan dana desa, whistleblowing system dan 

organizational culture dengan lokasi penelitian di Kecamatan Bungah Kabupaten 

Gresik tahun 2022. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :  
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BAB I      PENDAHULUAN  

Pada bab I berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan dalam penelitian. 

BAB II     TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab II berisi tentang landasan teori penelitian yang mendukung adanya 

penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis 

penelitian. 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Pada bab III berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, 

uraian variabel dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.  

BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab IV berisi tentang uraian jawaban atas perumusan masalah dan 

pengujian hipotesis yang ada beserta interpretasi atas hasil yang diperoleh.  

BAB V    PENUTUP  

Pada bab V berisi kesimpulan penelitian yang diperoleh berdasarkan 

pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan 

saran yang sebaiknya dilakukan sebagai penyempurnaan atas keterbatasan 

dan kekurangan dalam penelitian ini.


